BUPATI WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR [ TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN DANA TRANSFER KE DESA TAHUN 2018

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,
bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan
Republik Indonesia Nomor 225/PMK.07/2017 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 50/PMK.O7/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke
Daerah dan Dana Desa maka perlu mengatur kembali
pedoman pelaksanaan Dana Transfer Ke Desa Tahun
2018;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer Ke Desa Tahun
2018;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
Undang-Undang Nomor 28 Tshun 1999 tentang
Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari
Korupsi, Kelusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3831);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
54935);
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daecrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679};

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam
Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3866);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara
Republik  Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun
2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5717);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5558] sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemernntahan Daerah (Lembaran MNegara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 604 1};

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);



11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.O7/2017
tentang Pengelolaan Transfer ke Dacrah dan Dana Desa
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 50/PME.07/2017 tentang Pengelolaan
Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);

12, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang
Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1359);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 15 Tahun
2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2018 ([Lembaran
Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2017 Nemor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN

DANA TRANSFER KE DESA TAHUN 2018.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan ;

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai wunsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah vang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Wonosobo,

. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung

jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Desa adalah kesatuan masvarakat hukum vang memiliki batas-batas
wilayah vyang berwenang untuk mengatur dan menguras urusan
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa
masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan
dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
yang berada di Daerah.

Dana Transfer ke Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Provinsi/Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah vang dialokasikan ke desa vang
terdiri dari Alokasi Dana Desa, Dana Desa dan Dana Bagi Hasil Pajak dan
Retribusi Daerah.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Daerah.

Y
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Femerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan desa.

Badan Permusyawaratan Desa vang selanjutnva disingkat BPD adalah
lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya
merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan
ditetapkan secara demokratis.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APEDesa adalah
rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa vang ditransfer melalui APBD
dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan,
pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan
masyarakat.

Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana
perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana
Alokasi Khusus.

Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah adalah bagian pendapatan Pajak dan
Retribusi Daerah vang dibagikan kepada desa berdasarkan ketentuan
perundang undangan.

Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah
rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati
untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membavar seluruh
pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.

Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN, adalah
rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri
Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh
penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank
sentral,

Surat Permintaan Pencairan Uang yvang selanjutnya disinglkat SPPU adalah
dokumen yang diterbitkan oleh bendahara desa untuk pencairan uang guna
pembayaran kegiatan desa.

Peraturan Desa yang selanjutnya disebut Perdes adalah peraturan
perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan
disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

Peraturan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Perkades adalah peraturan
perundang-undangan vang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat
mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan/atau peraturan
perundang-undangan yvang lebih tinggi.

Kepala Desa adalah pimpinan Pemerintah Desa di Daerah.

Perangkat Desa adalah unsur stal yang membantu Kepala Desa dalam
penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa,
dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang
diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan,

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai
dengan wuang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang
berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Desa adalah Kepala Desa yang karena
jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan
pengelolaan keuangan desa.
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Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut
PTPKD adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk
melaksanakan pengelolaan keuangan Desa.

Bendahara Desa adalah Perangkat Desa vang ditunjuk untuk menerima,
menyimparn, membayarkan, menyetorkan, menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan uang dalam rangka pelaksanaan APB Desa.

Kas Desa adalah tempat penyimpanan uang desa yang ditentukan oleh
Kepala Desa untuk menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan
untuk membayar seluruh pengeluaran desa.

Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat
menyimpan uang Pemerintahan yang menampung seluruh penerimaan desa
dan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.
Rencana Anggaran Biaya, vang selanjutnya disingkat RAB adalah
perhitungan perkiraan jumlah angparan biaya vyang diperlukan untuk
melaksanakan kegiatan,

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah
selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu
periode anggaran.

Badan Usaha Milik Desa, yang sclanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan
usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimilild oleh Desa melalui
penyertaan seccara langsung vang berasal dari kekayaan Desa yang
dipisahkan puna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk
sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Tokoh masyarakat adalah pemuka dari kalangan masyarakat yang meliputi
pemuka agama, organisasi sosial politik, golongan profesi, pemuda,
perempuan dan unsur pemuka lain yang ada di Desa.

Tenaga Pendamping Profesional adalah personil yang melaksanakan
tindakan pemberdaysan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian,
pengarahan dan fasilitasi Desa yvang ditetapkan oleh Gubernur Jawa Tengah
vang terdiri dari Tenaga Ahli dan Pendamping Desa.

Aparat Pengawasan Internal Pemerintah vang selanjutnya disingkat APIP
adalah instansi pemerintah yang mempunyal tugas pokok dan fungsi
melakukan pengawasan, dan terdiri atas Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan vang bertanggung jawab kepada Presiden; Inspektorat Jenderal
[Inspektorat Utama;/ Inspektorat wyang bertanggung jawab kepada
Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen; Inspektorat
Pemerintah Provinsi yang bertanggung jawab kepada QGubernur, dan
Inspektorat Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab kepada
Bupati/ Walikota,

Petugas register desa adalah perangkat desa vang diberi tugas dan tanggung
jawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan
peristiwa penting serta pengelolaan dan penvajian data kependudukan di
desa.

Petugas admin sistem informasi desa adalah perangkat desa atau tenaga
pembantu di luar perangkat desa yang bertugas mengoperasionalkan,
memelihara dan memantau pengelolaan seluruh sistem informasi desa vang
dikelola oleh desa.



BAB 11
DANA TRANSFER KE DESA

Bagian Kesatu
Jenis Dana Transfer

Pasal 2

Jenis Dana Transfer ke Desa terdiri dari @

a. Dana Desa;

b. ADD: dan

¢. Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 2

(1) Tujuan Dana Transfer ke Desa adalah :

a.

e,

E

h.

mendorong percepatan penanggulangan kemiskinan, melalui 8 (delapan)

area kemiskinan mikro, sebagai berikut :

fasilitasi penyediaan tempat tinggal yang layak;

fasilitasi penyvediaan air minum dan sanitasi yvang layak;

fasilitasi jaringan listrik tempat tinggal;

fasilitasi kepesertaan Keluarga Berencana;

fasilitasi penanganan disabilitas;

fasilitasi sarana penunjang penyelenggaraan pendidikan (beasiswa,

bantuan transportasi, bahan belajar atau seragam) bagi warga miskin

vang tidak mendapatkan fasilitasi jaminan sosial;

fasilitasi pemenuhan akses kesehatan; dan

. fasilitasi perluasan lapangan kerja melalui pelatihan keterampilan
kerja.

meningkatkan kualitas penyvelenggaraan pemerintahan desa  dalam

memberikan pelayanan publik di bidang pemerintahan, pembangunan,

pemberdayaan dan kemasyarakatan;

meningkatkan kualitas penyelenggaraan layanan dasar sesuai dengan

kewenangan desa;

meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam penyelenggaraan

pemerintahan desa;

meningkatkan pengamalan nilai-nilai sosial budaya dalam rangka

menguatkan modal sosial demi terwujudnya keharmonisan, ketentraman

dan ketertiban masyarakat;

mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat

menuju kemandirian desa;

mendorong pengembangan aset dan potensi desa demi peningkatan

pendapatan masyarakat desa; dan

menjaga kelestarian dan keberlanjutan lingkungan hidup.

hon & L Ba =

% =

(2) Sasaran program dan kegiatan percepatan penanggulangan kemiskinan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diutamakan untuk kelompok
masyarakat miskin yang masuk dalam Basis Data Terpadu.



Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4
Ruang Lingkup Dana Transfer ke Desa meliputi ;
Penggunaan;
Penyaluran,
Pelaksanaan;
Penatausahaan dan Pelaporan;
Pemantauan dan Evaluasi SiLPA;
Larangan;
Sanksi;
Pembinaan dan Pengawasan; dan
Evaluasi Kinerja Pengelolaan.

- T

Bagian Keempat
Prinsip Pengelolaan Keuangan Dana Transfer Ke Desa

Pasal &

(1} Pengelolaan keuangan Dana Transfer ke Desa merupakan satu kesatuan
dengan pengelolaan Keuangan Desa.

(2) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan
dengan memanfaatkan sistem informasi keuangan desa vang dikembangkan
oleh pemerintah daerah.

(3) Pengelolaan keuangan dilakukan berdasarkan asas transparan, akuntabel,
partisipatif serta dilakukan dengan tertib, disiplin anggaran, kepatutan, dan
kemanfaatan untuk masyarakat.

BAB III
PENGGUNAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

(1) Dana Transfer ke Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan
pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan
kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

(2] Pemerintah desa harus menyampaikan rincian kegiatan yang didanai oleh
Dana Transfer ke Desa tahun berjalan dalam bentuk media wisual atau
infografis yvang dipasang pada lokasi strategis vang dapat diakses oleh
masyarakat luas di setiap dusun.

(3) Contoh format media visual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum
dalam Lampiran I, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Pasal 7
(1} Belanja penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal & digunakan untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan
pemerintahan desa dan meningkatkan kinerja pemerintahan desa.
L A



(2)

(2)

(2
(4

(3]

Belanja pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan
kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 digunakan untuk
mendanai kegiatan desa yang bersifat melindungi dan meningkatkan kualitas
kehidupan masyarakat dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan dasar
dan mengembangkan sistem jaminan sosial sesuai dengan kewenangan desa.

Bagian Kedua
Penggunaan Dana Desa

Paragraf 1
Prinsip dan Prioritas Penggunaan Dana Desa

Pasal 8

Prioritas Penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip-prinsip:

a. Keadilan, dengan mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga
Desa tanpa membeda-bedakan;

b. Kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan kepentingan Desa yang
mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan
kepentingan sebagian besar masyarakat Desa;

c. Kewenangan Desa, dengan mengutamakan kewenangan hak asal usul dan
kewenangan lokal berskala Desa:

d. Partisipatif, dengan mengutamakan prakarsa dan kreatifitas masyvarakat;

e. Swakelola dan berbasis sumber daya Desa mengutamakan pelaksanaan
secara mandiri dengan pendayvagunaan sumberdaya alam Desa,
mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga Desa dan kearifan
lokal; dan

f. Tipologi Desa, dengan mempertimbangkan keadasn dan kenyataan
karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ckonomi, dan ckologi
Desa vang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan
Desa.

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan

program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan

masyarakat desa.

Prioritas penggunaan Dana Desa diutamakan untuk membiayvai pelaksanaan

program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang.

Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain

bidang kegiatan produk unggulan Desa atau kawasan perdesaan, BUM Desa

atau BUM Desa Bersama, embung, dan sarana olahraga Desa sesuai dengan
kewenangan Desa.

Pembangunan sarana clahraga Desa scbagaimana dimaksud pada ayat (4)

merupakan unit usaha yang dapat dikelola oleh BUM Desa atau BUM Desa

Bersama.



Paragraf 2
Prioritas Penggunaan Dana Desa di Bidang Pembangunan Desa

Pazal 9

(1) Prioritas penggunaan Dana Desa di bidang pembangunan desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) digunakan untuk membiavai pembangunan
Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa,
peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan
dengan prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan
program dan kegiatan Pembangunan Desa, yang meliputi antara lain:

(2]

AL

Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana
prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:

1. lingkungan pemukiman;

2, transportasi;

3. energl; dan

4. informasi dan komunikasi.

Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana
prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan ;

1. kesehatan masyarakal; dan

4. pendidikan dan kebudayaan.

. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana

prasarana ckonomi untuk mewujudkan Lumbung Ekonomi Desa vang

meliputi:

1. usaha elkonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan;

2. usaha ekonomi pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi,
distribusi dan pemasaran yang difokuskan pada kepada pembentukan
dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan
kawasan perdesaan; dan

3. usaha ekonomi non pertanian meliputi aspek produksi, distribusi dan
pemasaran yang difokuskan yang difokuskan pada kepada
pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau
produk ungpgulan kawasan perdesaan,

Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana

prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan:

. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;

2. penanganan bencana alam; dan

3. pelestarian lingkungan hidup.

Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana

prasarana lainnya yang sesual dengan kebutuhan Desa dan ditetapkan

dalam Musyawarah Desa.

Contoh kegiatan di bidang pembangunan desa yang dapat didanai oleh Dana
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran [I dan
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Paragraf 3
Prioritas Penggunaan Dana Desa di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pasal 10

(1) Prioritas penggunaan Dana Desa di bidang pemberdayaan masyarakat desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) digunakan untuk membiayai
program dan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat desa yang ditujukan
untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dengan
mendayagunakan potensi dan sumberdayanya sendiri schingga Desa dapat
menghidupi dirinya secara mandiri.

(4} Regiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang diprioritaskan meliputi antara
lain:

a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan,
pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa;

b. pengembangan kapasitas masyarakat Desa meliputi: pendidikan,
pembelajaran, pelatihan, penyuluhan dan bimbingan teknis, dengan
materi tentang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;

c. pengembangan ketahanan masyarakat Desa;

d. pengembangan sistem informasi Desa;

e, dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang
pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan  dan  anak,
pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa
penyandang disabilitas;

f. dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;

g dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan penanganannya;

h. dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktil vang
dikelola oleh BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;

i. dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat,
koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;

j- pengembangan kerjasama antar Desa dan kerjasama Desa dengan pihak
ketiga; dan

k. bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya wvang sesuai
dengan analisa kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

(3} Pengembangan kapasitas di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruaf
b diswakelola oleh Desa atau badan kerja sama antar-Desa.

(4) Swakelola oleh badan kerja sama antar-Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan mekanisme kerja sama
antar Desa.

(3) Contoh kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat desa yang dapat
didanai oleh Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam Lampiran [I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.
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(1)

(2)

(1)

(2)

(3]

(4]

(5]

Paragraf 4
Pengembangan Kegiatan Yang Diprioritaskan Untuk Dibiayai Dana Desa

Pasal 11
Desa berwenang untuk mengembangkan jenis-jenis kegiatan lainnya di luar
daftar kegiatan yang tercantum dalam Peraturan Bupati ini, dengan svarat
kegiatan-kegiatan tersebut termasuk ke dalam 8 (delapan) area kemiskinan
mikro atau lingkup urusan pembangunan desa dan pemberdayaan desa dan
tercantum dalam :
a. Peraturan Bupati tentang Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul
dan kewenangan lokal berskala desa di Kabupaten Wonosobo; dan
b. Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan
kewenangan lokal berskala desa;
Dalam hal Desa bermaksud membiayai kegiatan penyelenggaraan
pemerintahan Desa untuk pembangunan kantor desa bagi Desa vang belum
memililkd kantor Kepala Desa dan/atau pembinaan kemasyarakatan, dan
mengingat pengaturan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana diatur
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Pasal 19 ayat (2) bersifat
mewajibkan, maka prasyarat penggunaan Dana Desa di Juar kegiatan yang
diprioritaskan dapat dilakukan apabila Bupati menjamin bahwa seluruh
kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang dibutuhkan
masyarakat Desa sudah mampu dipenuhi seluruhnya oleh Desa.

Bagian Ketiga
Penggunaan ADD

Pasal 12
Penggunaan ADD diprioritaskan untuk ;
penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
operasional Pemerintah Desa;
tunjangan BPD;
operasional BPD,
insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
penghasilan Tenaga Pembantu di luar Perangkat Desa;
dukungan jaminan sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
kegiatan penvelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan
masyarakat dan pembinaan kemasyarakatan desa,
Besarnva penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Cperasional Pemerintah Desa antara lain digunakan untuk tunjangan PTPKD,
honorarium petugas register desa, honorarium petugas admin sistem
informasi desa, belanja barang dan jasa perkantoran serta belanja modal
perkantoran,
Besarnya tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurul ¢ sesuai
dengan kemampuan keuangan Desa.
Besarnya insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf e sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.
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Bagian Keempat
Penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah

Pagal 13
Dana Bagl Hasil Pajak dan Retribusi Daerah digunakan untuk membiayai
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan
pembinaan kemasyarakatan Desa,

BAB IV
PENYALURAN

Bagian Kesatu
Penyaluran Dana Transfer ke Desa

Pasal 14
(1) Penyaluran Dana Transfer ke Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan
dari RKUD ke RKD.
{2} RKD sebagaimana dimakeud pada ayat (1) berada pada bank yang ditunjuk.
(3) RKD sebagaimana dimaksud pada ayat [2) diatasnamakan Pemerintah Desa
dengan spesimen tanda tangan Kepala Desa dan Bendahara Desa.

Paragraf 1
Tahapan Penyaluran

Pasal 15

(1) Penyaluran Dana Transfer ke Desa dilakukan secara bertahap pada tahun
anggaran berjalan dengan ketentuan ;

a. Tahap | terdiri dari ADD sebesar 100% (seratus perseratus) dan Dana Desa
sebesar 20% (dua puluh perseratus) setelah desa memenuhi persyaratan;

b. Tahap II terdiri dari Dana Desa scbesar 40% (empat puluh perseratus);

c. Tahap III terdiri dari bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebesar 100%
[seratus perseratus) dan Dana Desa 40% (empat puluh perseratus) setelah
desa memenuhi persyaratan.

(2) Untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bupati
dapat menyalurkan ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah terpisah
dari penyaluran Dana Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
dengan memperhatikan kemampuan kondisi kas daerah.

Paragraf 2
Persyaratan Penyaluran

Pasal 16
(1) Penyaluran Dana Transfer ke Desa Tahap 1 dilaksanakan setelah desa

menyelesaikan kewajiban sebagai berikut :

a. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Transfer ke Desa Tahap I tahun
anggaran sebelumnya;

b. Berita Acara Laporan Realisasi Penggunaan Dana Transfer ke Desa Tahap
Il tahun anggaran sebelumnya kepada BPD;

¢. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester Kedua/ Akhir tahun
anggaran sebelumnya;
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d. Perdes tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun berjalan yang telah

diundangkan oleh Sekretaris Desa;
. Profil Desa tahun sebelumnya; dan

. Desa yang kepala desanya baru, wajib menyelesaikan kewsajiban
penyusunan Perdes tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Desa beserta lampirannya.

(2) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Dana Transfer ke Desa

Tahap 1 kepada Bupati melalui Camat, dengan dilampiri :

a. Perdes tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa tahun
sebelumnya yang telah diundangkan oleh Sekretaris Desa;

b. Perdes tentang APBDesa dan Perkades tentang Penjabaran APBDesa
tahun berjalan yang telah dievaluasi oleh Camat dan telah diundangkan
oleh Sekretaris Desa;

e, Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegatan;

d. Bukti saldo akhir RKD yang ditunjukkan melalui fotocopy buku RKD yang
dilegalisir oleh bank;

. Copy Nomor Pokok Wajib Pajak;

f. Pengantar Camat; dan

g Lembar verifikasi persyaratan penyaluran Dana Transfer ke Desa Tahap |
dari Tim Pendamping Kecamatan tercantum dalam Lampiran IlI dan
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3} Kepala Desa menyampaikan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dan ayat (2] paling lambat minggu pertama bulan Februari.

Pasal 17

(1) Penyaluran Dana Transfer ke Desa Tahap I dilaksanakan setelah Dana Desa
Tahap Il telah disalurkan ke RKUD dan desa telah memenuhi persyaratan
penyaluran Dana Transfer ke Desa Tahap | sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 16.

(2) Dalam hal desa telah memenuhi persyaratan penyaluran Dana Transfer ke
Desa Tahap [ setelah minggu pertama bulan Februard, pencairan Dana
Transfer ke Desa Tahap Il dapat dilakukan bersamaan dengan pencairan Dana
Transfer ke Desa Tahap L.

Pasal 18
(1} Penyaluran Dana Transfer ke Desa Tahap Il dilaksanakan setelah desa
memenuhi persyaratan sebagai berikut :
a. desa telah menggunakan Dana Desa Tahap | dan Il paling kurang sebesar

T75% (tujuh puluh lima per seratus); dan

b. desa telah melaksanakan capaian outpui kegiatan yang didanai Dana Desa

Tahap [ dan II paling kurang 50% (lima puluh per seratus);

¢. desa telah melaksanakan kewajiban penyusunan :

1) Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tahun
sebelumnya kepada BPD dilampiri berita acara penyampaian Laporan
Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; dan

2) Laporan Penvelenggaraan Pemerintahan Desa tahun sebelumnya

kepada Bupati;
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(2) Penyaluran Dana Transfer ke Desa Tahap Il dilakukan dengan cara Kepala
Desa mengajukan permohonan penyaluran Dana Transfer ke Desa Tahap 11
kepada Bupati melalui Camat, dengan dilampiri ¢
a. laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester Pertama;

b. laporan Realisasi Penggunaan Dana Transfer ke Desa sampai dengan
tahap II;

¢. laporan Capaian Output Dana Transfer ke Desa sampai dengan tahap II;

d. berita acara Laporan Realisasi Penggunaan Dana Transfer ke Desa sampai
dengan tahap Il kepada BPD;

e, bukti saldo akhir RKD yang ditunjukkan melalui fotocopy buku RKD yang
dilegalisir oleh bank;

f. pengantar Camat; dan

g. lembar verifikasi persyaratan penyaluran Dana Transfer ke Desa Tahap III
dari Tim Pendamping Kecamatan dengan contoh sebagaimana tercantum
dalam Lampiran IV dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupat ini.

(3) Kepala Desa menyampaikan persyaratan sebagaimana dimaksud pada avat
{2) paling lambat minggu pertama bulan Juli.

Bagian Kedua
Pencairan Dana Transfer ke Desa

Pasal 19

(1) Pencairan Dana Transfer ke Desa dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan
pada RKD,

(2) Pencairan Dana Transfer ke Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan mengajukan SPPU dan Pengantar Camat kepada bank yang
ditunjuk.

(3) Pencairan Dana Dana Transfer ke Desa untuk kegiatan pembangunan fisik
dapat dilakukan setelah desa menyelesaikan Dokumen RAB dan Gambar
yvang telah disahkan.

(4) Pencairan Dana Transfer ke Desa dan RKD pada bank sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara bersama-sama oleh Kepala Desa
dan Bendahara Desa.

(3] Setelah proses pencairan Dana Transfer ke Desa dari RKD dilaksanakan,
Bendahara Desa harus menyerahkan dana kegiatan kepada tim pelaksana
kegiatan dalam suatu musyawarah desa.

(&) Penyerahan dana keglatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang
ditnangkan dalam bentuk berita acara serah terima dana kegiatan.

(7) Format Berita Acara scbagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum pada
Lampiran V dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupat
ini.,
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(1)

BABV
PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
Tim Pelaksana Kegiatan

Pasal 20
Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan fisik dan kegiatan lain yang
diperlukan, dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Desa.

{2} Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala

(3)

Desa.
Ketua Tirn Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai
oleh Kepala Seksi pada Tim Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa.

(4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari perangkat desa,

unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa dan/atau tokoh masyarakat.

(3) Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

(6]

{7

(1)

(2)

a, menyusun RAB kegiatan;

b. memfasilitasi penyusunan RAB teknis dan gambar untuk kegiatan
pembangunan fisik:

c. melaksanakan survey harga barang setempat sebagai dasar pembuatan
RAB kegiatan;

d. mengajukan pencairan dana kegiatan kepada Kepala Desa dengan Surat
Permintaan Pembayaran;

. melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;

. melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa dengan cara swakelola
maupun melalui penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

g mencatat proses penerimaan dan pengeluaran dana kegiatan pada Buku
Kas Pembantu Kegiatan; dan

h. menyerahkan bukti transaksi kepada Bendahara Desa dan bertanggung
jawab penuh atas kebenaran formal dan matenal atas dana kegiatan yang
dikelola yang dinyatakan dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab
Belanja.

Contoh format Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pelaksana

Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI,

dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Contoh format RAB, Gambar dan Survey Harga Barang Setempat

scbhagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran VI, dan

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
RAB Teknis dan Gambar

Pasal 21

RAB tcknis dan gambar scbagaimana dimaksud dalam Pasal 20 avat (5) huruf
b dapat disusun oleh perangkat desa, tokoh masyarakat, kader masyarakat
atau tenaga ahli yvang memiliki kemampuan teknis yang ditunjukkan melalui
kepemilikan sertifikat atau ijazah.

RAB teknis dan gambar untuk kegiatan pembangunan fisik dapat disahkan
oleh Camat setelah diverifikasi oleh Tenaga Pendamping Profesional.

15«



(3)

(4)

[S)

()

(1)

(2)

(3)

(1)

Dalam hal pembangunan fisik merupakan kegiatan beresiko, RAB teknis dan
gambar disahkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pekerjaan umum
dan penataan ruang.

Kegiatan beresiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain adalah
pengaspalan, jembatan, bangunan gedung, bendungan air, senderan dengan
ketinggian lebih dari 2 {dua) meter.

Pengesahan RAB teknis dan gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dan ayat (3) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 21 (dua puluh
satu) hari kerja setelah berkas diterima dan dinyatakan lengkap.

RAB kegiatan yang didanai oleh Dana Transfer ke Desa disusun dengan
berpedoman pada ketentuan standar satuan harga yang berlaku dengan
mempertimbangkan harga setempat yang disusun oleh Tim Pelaksana
Kegiatan,

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Kegiatan Pernbangunan dengan Program Padat Karya Tunai

Pasal 22

Pelaksanaan kegiatan pembangunan agar mengutamakan prinsip-prinsip

sebagai berikut :

a. swakelola, artinya perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dilakukan
secara mandiri oleh Desa dan tidak dikontrakkan kepada pihak
ketiga/kontraktor swasta, maupun kontraktor dari kota/luar desa;

b. menggunakan sebanyak-banyaknya tenaga kerja setempat, atau bersifat
padat karya, schingga bisa menyerap tenaga kerja dan memberikan
pendapatan bagi mereka yang bekerja; dan

c. menggunakan bahan baku atau  material  setempat, agar dapat
menumbuhkembangkan usaha kegiatan ekonomi produktil desa, schingga
dapat memberikan penghasilan kepada masyarakat yang memiliki bahan
baku seperti batu, pasir, kayu, bambu dan lainnya.

Kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di desa mempertimbangkan

proporsi besaran upah tenaga kerja sebesar 30% (tiga puluh per seratus).

Tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat {2) memprioritaskan sasaran

antara lain sebagai berikut :

kelompok penganggur, setengah penganggur dan warga miskin;

pencari nafkah utama keluarga;

laki-laki, wanita dan pemuda usia produktif dan bukan anak-anak;

. petani/kelompok petani yang mengalami paceklik dan menunggu masa

tanam / panen; atau

e. tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan.

aogp

Bagian Keempat
Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan

Pasal 23
Setiap kegiatan pembangunan fisik, wajib menetapkan/ membentuk Pejabat/
Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala
Desa.
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(2) Penctapan/ pembentukan Pejabat/ Panitia Penerima Hasil Pekerjaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan :

a, Kegiatan pembangunan fisik dengan nilai sampai dengan Rp
930.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ditetapkan Pejabat Penerima Hasil
Pekerjaan; dan

b. Kegiatan pembangunan fisik dengan nilai lebih dari Rp 50.000.000,00
(lima puluh juta rupiah) dibentuk Panitia Penerima Hasil Pekerjaan.

(3) Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
a terdiri dari 1 (satu) orang tokoh masyarakat.

(4) Panitia Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
berjumlah 3 (tiga) orang dengan ketentuan sebagai berikut ;

a. 1 (satu) crang wajib berasal dari unsur pejabat pada kecamatan; dan

b. 2 (dua) orang dapat berasal dari instansi teknis terkait, perangkat desa,
tokoh masyarakat atau pendamping desa.

(5) Panitia Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri
dari 1 {satu) orang ketua yang memiliki kemampuan teknis yang ditunjukkan
melalui kepemilikan sertifikat atau ijazah dan 2 (dua) orang anggota.

(6) Pejabat/ Panitia Penerima Hasil Pekerjaan memiliki tugas sebagai berikut :

a. melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/ jasa sesuai
yang tercantum dalam dokumen RAB yang mencakup kesesuaian jenis,
spesifikasi teknis, jumlah/ volume;/ kuantitas, mutu/ kualitas, waktu dan
tempat penyelessian pekerjaan; dan

b. melaporkan hasil pemeriksaan dengan membuat berita acara hasil
pemeriksaan.

(7] Pejabat/ Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dapat menerima honorarium dari
kegiatan pembangunan fisik.

(8) Pejabat/ Panitia Penerima Hasil Pekerjaan menjalankan tugas setelah
menerima surat permintaan pemeriksaan hasil pekerjaan kegiatan
pembangunan fisik dari Tim Pelaksana Kegiatan.

{9) Contoh format Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan,/ Pembentukan
Pejabat/ Panitia Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayvat
(1), format Berita Acara Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(6) huruf b dan format surat permintaan pemeriksaan hasil pekerjaan
scbagaimana dimaksud pada ayat (8] tercantum dalam Lampiran VI dan
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V1
PENATAUSAHAAN DAN PELAPORAN

Pasal 24
Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan penatausahaan keuangan Dana
Transfer ke Desa sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan desa.

Pasal 25
(1) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana
Transfer ke Desa setiap tahap kepada Bupati melalui Camat yvang terdiri atas:
a. laporan realisasi penggunaan Dana Transfer ke Desa sampai dengan
Tahap Il yang berisi laporan penggunaan Dana Transfer ke Desa Tahap |
dan Il sesuai dengan kondisi sampai bulan terakhir dilaporkan; dan
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(<)

(3)
(4

(2]

(6)

(7

(8

(9

b. laporan realisasi penggunaan Dana Transfer ke Desa sampai dengan
Tahap Il yang berisi laporan penggunaan Dana Transfer ke Desa Tahap
I, Il dan I, sesuai dengan kondisi sampai dengan akhir tahun anggaran.

Laporan realisasi penggunaan Dana Transfer ke Desa sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) terdiri dari:

a. laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa;

. laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa;

c. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
Daerah;

d. laporan Capaian Output Dana Desa;

c. laporan Capaian Output Alokasi Dana Desa; dan

f. laporan Capaian Output Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.

Laporan penggunaan Dana Transfer ke Desa scbagaimana dimaksud pada

ayat (2] dilengkapi dengan foto kegiatan.

Format Laporan Realisasi Penggunaan Dana Transfer ke Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf ¢ tercantum dalam

Lampiran IX merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Format Laporan Capaian Output sebagaimana dimaksud pada ayat (2] huruf

d, huruf e, dan huruf f tercantum dalam Lampiran X merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini,

Penyusunan laporan capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian output,

volume oufput, satuan output, dan capaian oufput yang tercantum dalam

Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini,

Laporan realisasi penggunaan Dana Transfer ke Desa sampai dengan Tahap I

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi persyaratan

penyaluran Dana Transfer ke Desa Tahap Il dan disampaikan bersamaan

dengan Laporan Realizsasi APBDesa Semester Pertama paling lambat pada

minggu pertama bulan Juli tahun berjalan.

Laporan realisasi penggunaan Dana Transfer ke Desa sampai dengan Tahap

Il sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan bersamaan

dengan Laporan Realisasi APBDesa Semester Kedua/ Akhir Tahun Anggaran

paling lambat pada minggu pertama bulan Februari tahun berikutnya.

Laporan realisasi penggunaan Dana Transfer ke Desa sampai dengan Tahap

[l dan Laporan Realisasi APBDesa Semester Kedua, Akhir Tahun Anggaran

scbagaimana dimaksud pada ayat (8) disampaikan kepada Bupati setelah

diverifikeasi oleh Tim Pendamping Kecamatan.

(10)Lembar verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat [9) tercantum dalam

Lampiran XII dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.

(11)Seluruh penggunaan Dana Transfer ke Desa yang tertuang dalam Laporan

Realisasi penggunaan Dana Transfer ke Desa wajib disampaikan kepada BPD
melalui forum musyawarah dan dituangkan dalam berita acara penyampaian
laporan realisasi penggunaan dana transfer ke desa.

(12)Format berita acara penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana

Transfer ke Desa kepada BPD sebagaimana dimaksud pada avat (11)
tercantum dalam Lampiran XIII dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.
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BAB VI
PEMANTAUAN DAN EVALUASI SiLPA DANA TRANSFER KE DESA
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 26

Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas SiLPA Dana Transfer ke Desa.

(1)

(2)

(3)

()

(1)

(2)

(3)

(4]

Pasal 27
Dalam hal pemantauan dan evaluasi atas SiLPA Dana Transfer ke Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ditemukan SiLPA Dana Transfer ke
Desa scbesar 30% (tiga puluh perseratus), Bupati :
a. meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai SiLPA Dana Transfer ke
Desa tersebut; dan/atau
b. meminta aparat pengawas fungsional daerah wuntuk melakukan
pemeriksaan.
SILPA Dana Transfer ke Desa lebih dari 30% (tiga puluh per seratus)
scbagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dari Dana Transfer ke Desa
yang diterima Desa pada tahun anggaran berjalan.
SiLPA Dana Transfer ke Desa wajib dianggarkan kembali dan digunakan pada
tahun anggaran berikutnya dengan mempertimbangkan ketentuan
penggunaan per sumber dana.
Dalam hal penghasilan tetap dan tunjangan tidak dapat terbayarkan kepada
yvang berhak pada tahun anggaran berjalan, dapat dibayarkan pada tahun
anggaran berikutnya sesuai besaran penghasilan tetap dan tunjangan pada
tahun sebelumnysa.

Bagian Kedua
Penundaan Penyaluran

Pasal 28
Bupati menunda penvaluran Dana Transfer ke Desa, dalam hal:
a, Kepala Desa tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 16;
b. Terdapat SiLPA Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh per seratus);
dan/atau
¢, Terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional Daerah.
Penundaan Penyaluran Dana Transfer ke Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Transfer ke Desa Tahap
Il tahun anggaran berjalan sebesar SILPA Dana Desa tahun anggaran
sebelumnya.
Penundaan Penyaluran Dana Transfer ke Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (2] dilakukan sampai dengan SiLPA Dana Desa tahun anggaran
sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya.
Dalam hal SiLPA Dana Desa tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari
jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penvaluran Dana
Desa Tahap 11 tidak dilakukan.
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(5) Dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan
sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari
30% (tiga puluh perseratus), penyaluran Dana Desa yang ditunda
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa
Dana Desa di RKUD,

(6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak
dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 29

(1) Bupati menyalurkan kembali Dana Transfer ke Desa yang ditunda dalam hal ;

a. Kepala Desa telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 16;

b. SiLPA Dana Desa kurang atau sama dengan 30% (tiga puluh per seratus);
dan/atau

¢. Terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional Daerah.

(2) Dalam hal penundaan Dana Transfer ke Desa scbagaimana dimaksud pada
pasal 28 ayat (1) huruf a dan huruf ¢ berlangsung sampai dengan berakhirnya
tahun anggaran, Dana Transfer ke Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD
dan menjadi sisa Dana Transfer ke Desa di RKUD,

(3) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai
Dana Transfer ke Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan
dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran
berikutnya.

(4) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Transfer ke Desa di REUD
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran
berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Dalam hal sisa dana Transfer ke Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) belum disalurkan kepada RKD sampai dengan akhir bulan Februari
tahun anggaran berjalan, sisa Dana Transfer ke Desa tersebut diperhitungkan
scbagal pengurang dalam penyaluran Dana Transfer ke Desa Tahap Il tahun
anggaran berjalan.

(6) Dalam hal sampai dengan sebelum minggu kedua bulan Juni tahun anggaran
berjalan, sisa dana Transfer ke Desa scbagaimana dimaksud pada ayat (2)
belum disalurkan kepada RKD, sisa dana Transfer ke Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) menjadi sisa Dana Transfer ke Desa di RKUN atau
REUD.

Pasal 30
Bupati menunda penyaluran Dana Transfer ke Desa tahap III, dalam hal, Kepala
desa tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

Bagian Ketiga
Pemotongan Penyaluran Dana Desa

Pasal 31
(1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah
dikenakan sanksi penundaan penyaluran dana transfer ke desa, desa masih
memiliki SiLPA Dana Desa lebih besar dari 30% (tiga puluh per seratus)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) hurul b.
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(2) Pemotongan Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan pada penyaluran Dana Transfer ke Desa tahun anggaran
berikutnya.

Pasal 32
Penundaan penyaluran dana transfer ke desa scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 28 ayat (1), mulai berlaku Tahun Anggaran 2018,

BAB VIII
LARANGAN

Pasal 33

Setiap orang yang terlibat dalam pengelolaan dana transfer ke desa dilarang
melakukan tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme.

Pasal 34
Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD dilarang melakukan kegiatan
perdagangan, pekerjaan pemborongan, dan penjualan barang dan/atau jasa
atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan vang
berkaitan dengan Pemerintah Desa dan kekayaan milik Desa.

Pasal 35

Dana Transfer ke Desa dilarang digunakan untuk:

a. membiayai 1 (satu] kegiatan yang didanai dari 2 (dua) atau lebih sumber
dana seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah, Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo, dan lain-lain sumber
yvang sah tidak mengikat;

b. membangun tempat ibadah;

c¢. melaksanakan  kegiatan  kepentingan  pribadi/perorangan, kegiatan
kelompok/golongan yang tidak mendukung pencapaian tujuan Dana
Transler ke Desa;

d, melaksanakan kegiatan politik; dan

e. melaksanakan kegiatan yvang dapat merusak lingkungan hidup.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 36

(1) Setiap orang vang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 33, diberikan sanksi sesuail ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(2) Dalam hal Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD melanggar ketentuan
larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, diberikan sanksi sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam hal desa melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 35, maka kegiatan terscbut dapat dihentikan oleh Bupati dan
selanjutnya menjadi SiLPA tahun anggaran berikutnya.
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BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 37
Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan
keuangan Dana Transfer ke Desa yang terintegrasi dengan pembinaan dan
pengawasan pengelolaan keuangan desa.

Bagian Kedua
Pembinaan

Pasal 38
(1) Dalam rangka pembinaan Dana Transfer ke Desa di tingkat Daerah dibentuk

Tim Fasilitasi dengan Keputusan Bupati.

(2) Tugas Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. menyusun kebijakan tentang Dana Transfer ke Desa;

b. melaksanakan penyebarluasan informasi data dan kebijakan tentang
Dana Transfer ke Desa;

c. bersama Tim Pendamping Kecamatan memberikan bimbingan
teknis/orientasi kepada Desa;

d. melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan
dana transfer ke desa bersama dengan Tim Pendamping Kecamatan dalam
sctiap proscs tahapan kegiatan;

e. melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan
masyarakat dan pihak lainnya dan mengkoordinasikan pada instansi
pengawas fungsional; dan

[. memberikan laporan pengelolaan Dana Transfer ke Desa kepada Bupati.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2] Tim

Fasilitasi dapat dibantu oleh Tenaga Ahli.

(4) Dalam rangka pembinaan Dana Transfer ke Desa di tingkat kecamatan
dibentuk Tim Pendamping Kecamatan dengan Keputusan Camat.

(3) Tim Pendamping Kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat terdiri
dan :

a, penanggung jawab;

b. ketua;

e, sckretaris; dan

d. anggota.

(6) Tim Pendamping Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
mempunyal tugas scbagai berikut:

a. melaksanakan sosialisasi secara luas mengenai kebijakan, data dan

informasi tentang Dana Transfer ke Desa;

memonitoring pelaksanaan Dana Transfer ke Desa di tingkat desa;

melaporkan pelaksanaan Dana Transfer ke Desa;

mengevaluasi pelaksanaan Dana Transfer ke Desa setiap tahunnya;

membuka layanan kotak pengaduan masyarakat;

menindaklanjuti pengaduan masyarakat dan melaporkan kepada Bupati;

memverifikasi laporan realisasi penggunaan Dana Transfer ke Desa;
=y
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h. memverifikasi persyaratan penyaluran dan pencairan dana transfer ke
desa;
i. fasilitasi pengesahan RAB dan gambar oleh Camat; dan
J- fasilitasi dan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait untuk
pengesahan RAB dan gambar.
(7) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5 Tim
Pendamping Kecamatan dapat dibantu oleh Pendamping Desa.

Bagian Ketiga
Pengawasan

Pasal 39

Pengawasan terhadap pelaksanaan Dana Transier ke Desa meliputi :

a. pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan
pengelolaan keuangan desa dalam rangka meningkatkan kinerja dan
akuntabilitas PTPKD dan pelaksana kegiatan;

b. pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dan BPD dalam rangka
meningkatkan kinerja pemerintah desa dan transparansi;dan

c. pengawasan fungsional yang dilakukan oleh APIP, yakni melakukan
pemeriksaan atas pertanggungjawaban pelaksanaan Dana Transfer ke Desa,
yang terintegrasi dengan pemeriksaan atas pertanggungjawaban pengelolaan
keuangan desa.

BAB X1
EVALUASI KINERJA PENGELOLAAN DANA TRANSFER KE DESA

Pasal 40
(1) Bupati dapat melakukan evaluasi atas kinerja pengelolaan keuangan Dana
Transfer ke Desa berdasarkan indikator ketertiban adminitrasi pengelolaan
keuangan desa.
(2] Atas dasar evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat
memberikan penghargaan kepada desa.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

(1) Dalam hal terjadi keterlambatan penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD,
Bupati dapat menyalurkan ADD dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daecrah
terpisah dar penyaluran Dana Desa.

(2) Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa yang
tidak dapat terbayarkan kepada yang berhak pada tahun anggaran 2017,
dapat dibayarkan pada tahun anggaran 2018 sesuai besaran penghasilan
tetap dan tunjangan pada tahun 2017.
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BAB XIII
KERUGIAN KEUANGAN

Pasal 42

(1) Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara dan pihak yang terkait langsung
dengan pelaksanaan Deana Transfer ke Desa yang karena perbuatannya
melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya
dan secara langsung merugikan keuangan desa, wajib mengganti kerugian
terscbut.

(2) Rerugian keuangan Dana Transfer ke Desa sebagaimana dimaksud pada avat
(1) diselesaikan sesuai dengan ketentuan dalam pedoman pengelolaan
keuangan desa dan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Wonosobo
Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer ke Desa
Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2017 Nomor 42) dicabut
dan dinvatakan tidak berlaku.

Pasal 44
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kapupaten Wonosoho,

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal /2 fon¢ort o4

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,

W

EKO SUTRISNO WIBOWO
BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2018 NOMOR /
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Lampiran | : Peraturan Bupati Wonosobo
Nomor / Tahun 2018

CONTOH MEDIA VISUAL ATAU INFOGRAFIS
RENCANA PENGGUNAAN DANA TRANSFER KE DESA

DESA SUKAJADI KECAMATAN ASKA
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Lampiran II ! Peraturan Bupati Wonosobo
Nomor | Tahun 2018

KEGIATAN PRIORITAS DANA DESA

I. BIDANG PEMBANGUNAN
Kegiatan pembangunan desa difokuskan untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan
kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan
prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan
sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Kegiatan-kegiatan
pembangunan Desa yang dapat dibiayai Dana Desa adalah sebagai berikut:
a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana
prasarana Desa.
1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana
dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain:
a) pembangunan dan/atau perbaikan rumah schat untuk falkir miskin:
b} penerangan lingkungan pemukiman
c) pedestrian
d) drainase
e} selokan;
fi tempat pembuangan sampah;
g] pgerobak sampah;
h] kendaraan pengangkut sampah;
i mesin pengolah sampah; dan
Jl sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya vang sesuai
dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam
musyawarah Desa.
2} Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana
a| tambatan perahu;
b} jalan pemukiman;
c) jalan poros Desa;
d} jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian;
€] jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata;
f) jembatan Desa;
g] gporong-gorong;
h) terminal Desa; dan
1} sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan analisis
kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah
Desa.
3] Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana
a] pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
b} pembangkit listrik tenaga diesel;
c¢|] pembangkit listrik tenaga matahari;
d) instalasi biogas;
e] jaringan distribusi tenaga listrik; dan
f| sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan analisis
kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah
Desa.
4} Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan
prasarana informasi dan komunikasi, antara lain:
a) jaringan internet untuk warga Desa;
b} website Desa;
c] peralatan pengeras suara (loudspeaker);
d) telepon umum;
€] radio Single Side Band [S8B); dan



f]

sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan analisis
kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah
Desa.

b. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar.
1} Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana
prasarana kesehatan, antara lain:

air bersih berskala Desa;

sanitasi lingkungan;

jambanisasi;

mandi, cuci, kakus (MCK);

mobil / kapal motor untuk ambulance Desa;

alat bantu penyandang disabilitas,;

panti rehabilitasi penyandang disabilitas;

balai pengobatan;

posyandu;

poskesdes/ polindes;

posbindu;

ragen rapid tes kid untuk menguji sampel-sampel makanan; dan
sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesual dengan analisis
kebutuhan dan kondisi Desa vang diputuskan dalam musyawarah
Desa.

2} Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana
prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:

a)

taman bacaan masyarakat;

bangunan Pendidikan Anak Usia Dini;

buku dan peralatan belajar Pendidikan Anak Usia Dini lainnya;
wahana permainan anak di Pendidikan Anak Usia Dini;

taman belajar keagamaan;

bangunan perpustakaan Desa;

buku/bahan bacaan;

balai pelatihan /kegiatan belajar masyarakat;

SANZEAT SENi;

film dokumenter;

peralatan kesenian; dan

sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnyva yang sesuai
dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam
musyawarah Desa.

c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana
prasarana usaha ekonomi Desa.

1) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana
prasarana produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan
usaha pertanian berskala produktif vang difokuskan pada pembentukan
dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan
kawasan perdesaan, antara lain:

a)
b)
c)
d)
el
i)
gl
h)
i)
il
k)
1)

bendungan berskala kecil;

pembangunan atau perbaikan embung;

irigasi Desa;

percetakan lahan pertanian,

kolam ikan;

kapal penangkap ikan;

tempat pendaratan kapal penangkap ikan;

tambak garam;

kandang ternak;

mesin pakan ternak;

gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan); dan
sarana prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan
analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam
musyawarah Desa.
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9)

3

6)

Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan

prasarana pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan dan

usaha pertanian yang difokuskan pada pembentukan dan

pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan

kawasan perdesaan, antara lain:

a) pengeringan hasil pertanian seperti: lantai jemur gabah, jagung,
kopi, coklat, kopra, dan tempat penjemuran ikan;

b} lumbung Desa;

r] gudang pendingin (cold storagej; dan

d) sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian lainnya vang
sesual  dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa vyang
diputuskan dalam musyawarah Desa.

Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan

prasarana jasa dan industri kecil yang difokuskan pada pembentukan

dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan

kawasan perdesaan, antara lain :

al mesin jahit;

b peralatan bengkel kendaraan bermotor;

¢] mesin bubut untuk mebeler; dan

d) sarana dan prasarana jasa dan industri kecil lainnva yvang sesuai
dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa vang diputuskan dalam
musyawarah Desa.

Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan

prasarana pemasaran yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu

produk unggulan, antara lain:

a) pasar Desa;

b| pasar sayur,

¢] pasar hewan:

d] tempat pelelangan ikan;

e| toko online;

f} gudang barang; dan

gl sarana dan prasarana pemasaran lainnya vang sesuai dengan
analisis kebutuhan dan kondisi Desa vang diputuskan dalam
musyvawarah Desa.

Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan

prasarana Desa Wisata, antara lain:

al pondok wisata;

bl panggung hiburan;

¢) kios cenderamata;

d) kios warung makan;

e| wahana permainan anak;

f} wahana permainan outbound,

g) taman rekreasi;

h) tempat penjualan tiket;

ij rumah penginapan;

jl angkutan wisata; dan

k| sarana dan prasarana Desa Wisata lainnya yang sesuai dengan
analigis kebutuhan dan kondisi Desa vang diputuskan dalam
musyvawarah Desa.

Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan

prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang

difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan

desa danfatau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

a) penggilingan padi;

b) peraut kelapa;

c) penepung biji-bijian;

d) pencacah pakan ternak;

e] sangrai kopi;



fi] pemotong/pengiris buah dan sayuran;
g pompa air;
h) traktor mini; dan
1) sarana dan prasarana lainnya vang sesuai dengan analisis
kebutuhan dan kondisi Desa vang diputuskan dalam musyawarah
Desa.
d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana

prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara lain:
1} pembuatan terasering;

2) kolam untuk mata air;

Jd) plesengan sungai;

4) pencegahan abrasi; dan

o) sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya vang
sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa vang diputuskan
dalam musyawarah Desa,

e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana
prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar
biasa lainnya yang meliputi:

1} pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi;

4) pembangunan gedung pengungsian;

3} pembersihan lingkungan perumahan vang terkena bencana alam;

4} rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena

3} bencana alam; dan

6) sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yvang lainnya sesuai
dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa vang diputuskan dalam
musyawarah Desa.

II. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
Kegiatan  Pemberdayaan  Masyarakat dilaksanakan melalui  upaya
pengembangan kemandirian dan kesejahtersan masvarakat dengan
meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan,
kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan,
program, kegiatan, dan pendampingan yang sesual dengan esensi masalah dan
prioritas kebutuhan masvarakat Desa., Kegiatan-kegiatan Pemberdayaan
Masyarakat Desa yang dapat dibiayai Dana Desa adalah sebagai berikut:
a. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Bosial Dasar
1) pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain:
a] penyediaan air bersih;
b) pelayanan kesehatan lingkungan;
¢ kampanye dan promosi hidup sehat guna mencegah penyakit seperti
penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS, tuberkulosis,
hipertensi, diabetes mellitus dan gangguan jiwa;
d)] bantuan insentif untuk kader kesehatan masvarakat;
€] pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk
peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;
il kampanye dan promosi hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan
anak dan perlindungan Anak;
g pengelolaan balai pengobatan Desa dan persalinan;
h} perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil,
nifas dan menyusui;
i} pengobatan untuk lansia;
il keluarga berencana;
k| pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;
I} pelatihan kader kesehatan masyarakat;
m)] pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan
perlindungan Anak;
n] pelatihan pangan yang sehat dan aman;
o) pelatthan kader Desa untuk pangan yang sehat dan aman; dan



2)

p| kegiatan pengelolaan pelayanan keschatan masyarakat Desa lainnya
yang sesual dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam
musyawarah Desa,

pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara

lain:

a) bantuan insentif guru PAUD;

b} bantuan insentif guru taman belajar keagamaan;

c] penyelenggaraan pelatihan kerja;

d) penyelengaraan kursus seni budava;

€] bantuan pemberdayaan bidang olahraga;

f} pelatihan pembuatan film dokumenter; dan

g kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnva vang
sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa vang
diputuskan dalam musyawarah Desa.

b. FPengelolaan sarana dan prasarana lingkungan berdasarkan kemampuan
teknis dan sumber daya lokal yang tersedia

1)

2)

3|

4

pengelolaan lingkungan perumahan Desa, antara lain:

a) pengelolaan sampah berskala rumah tangga;

b} pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan

c} pengelolaan lingkungan pemuliman lainnya yvang sesuai dengan
analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam
musyawarah Desa.

pengelolaan transportasi Desa, antara lain:

a] pengelolaan terminal Desa;

b} pengelolaan tambatan perahu; dan

¢)] pengelolaan transportasi lainnya vyang sesuai dengan analisis
kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musvawarah
Desa,

pengembangan energi terbarukan, antara lain;

a) pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;

b] pembuatan bicethanol dari ubi kayu;

c] pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;

d] pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin; dan

¢] Pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan
analisis kebutuhan dan kondisi Desa vyang diputuskan dalam
musyawarah Desa,

pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain:

a) sistem informasi Desa;

b] koran Desa;

c] website Desa;

d] radio komunitas; dan

e] pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan
analisis kebutuhan dan kondisi Desa wvang diputuskan dalam
musvawarah Desa,

Pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan
prasarana ekonomi
1) pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan

usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan
pengembangan produk unggulan desa danj/atau produk unggulan
kawasan perdesaan, antara lain:

a] pembibitan tanaman pangan;

b] pembibitan tanaman keras;

c] pengadaan pupuk;

d] pembenihan ikan air tawar;

e] pengelolaan usaha hutan Desa;

f) pengelolaan usaha hutan sosial;

gl pengadaan bibit/induk ternak;



2)

3)

4)

S|

6)

h
i)
il

inseminasi buatan:

pengadaan pakan ternak; dan

sarana dan prasarana produksi pertanian lainnya vang sesuai
dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa vang diputuskan dalam
musvawarah Desa.

pengolahan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan
dan usaha pertanian yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu
produk unggulan, antara lain:

tepung tapioka;

kerupuk;

keripik jamur;

keripik jagung;

ikan asin;

abon sapi;

susU sapi;

kopi;

coklat;

karet; dan

pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis
kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah
Desa

pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan pada
kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:

a)

meubelair kayu dan rotan,

alat-alat ramah tangga,

pakaian jadi/konveksi

kerajinan tangan;

kain tenun;

kain batik;

bengkel kendaraan bermotor;

pedagang di pasar;

pedagang pengepul; dan

pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan
analisis kebutuhan dan kondisi Desa vang diputuskan dalam
musyawarah Desa.

pendirian dan pengembangan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama,
antara lain;

pendirian BUMDesa dan/atau BUMDesa Berzama:

penyertaan modal BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
penguatan permodalan BUM Desa dan/atau BUMDesa Bersama; dan
kegiatan pengembangan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama
lainnya vang sesuai dengan kewenanpan Desa diputuskan dalam
musyawarah Desa.

pengembangan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama yang
difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan
desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain;

pengelolaan hutan Desa;

industri air minum;

industri pariwisata Desa;

industri pengolahan ikan; dan

produk unggulan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan
dan kondisi Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.

pengembangan usaha BUMDesa danjatau BUMDesa Bersama yang
difokuskan pada pengembangan usaha layanan jasa, antara lain:

a
b)
c)

pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga;
pengadaan dan penyewaan alat transportasi;
pengadaan dan penyewaan peralatan pesta; dan
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8)

9)

d] pengadaan atau pembangunan sarana prasarana lainnya yang
sesuai  dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang
diputuskan dalam musyawarah Desa.

pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau

koperasi yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk

unggulan, antara lain:

a] hutan kemasyarakatan;

b} hutan tanaman rakyat;

¢} kemitraan kehutanan;

d] pembentukan usaha ekonomi masyarakat;

e} bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha
ekonomi masyarakat; dan

fl pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya vang
sesual dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang
diputuskan dalam musyawarah Desa.

pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna [TTG) untulk

kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan

pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan
kawasan perdesaan, antara lain:

a) sosialisasi TTG;

b) pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes) dan/atau antar Desa

¢] percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumber
energy perDesaan, pengembangan sarana transportasi dan
komunikasi serta pengembangan jasa dan industri kecil; dan

d] pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yvang sesual dengan
anahsis kebutuhan dan kondisi Desa wvang diputuskan dalam
musyawarah Desa.

pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUM Desa dan usaha

ekonomi lainnva vang difokuskan kepada pembentukan dan

pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan
kawasan perdesaan, antara lain:

a] penyediaan informasi harga/pasar,

bj] pameran hasil usaha BUM Desa, usaha ekonomi masyarakat
dan/atau koperasi;

¢] kerjasama perdagangan antar Desa;

d] kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan

e¢] pengelolasn pemasaran lainnya vang sesuai dengan analisis
kebutuhan dan kondisi Desa yvang diputuskan dalam musyawarah
Desa.

d. Penguatan kesiapsiagaan masyarakat Desa dalam menghadapi bencana
serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:

1)
2)
3)
4)

penyediaan layanan informasi tentang bencana alam;

pelatihan kesiapsiagaan masyvarakat dalam menghadapi bencana alam;
pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana alam; dan
penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan
analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam
musyawarah Desa.

Pelestarian lingkungan hidup antara lain:

1)
<)
3)
4
3)
6)
7

pembibitan pohon langka;

reboisasi;

rehabilitasi lahan gambut;

pembersihan daerah aliran sungai;

pemeliharaan hutan bakau;

perlindungan terumbu karang; dan

kegiatan lainnya yvang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi
Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.



f. Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa
yang demokratis

1)

2)

3)

4

)

&)

7l

8]

Mendorong  partisipasi masyvarakat dalam perencanaan dan

pembangunan Desa yvang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa,

antara lain:

a] pengembangan sistem informasi Desa;

b] pengembangan pusat kemasyvarakatan atau balai rakvat; dan

c) kegiatan lainnya vang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi
Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

Mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara

berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan

sumber daya alam yang ada di Desa, antara lain:

a) penyusunan arah pengembangan Desa;

b) penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Desa vang
berkelanjutan; dan

c] kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi
Desa vang diputuskan dalam musyawarah Desa.

Menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas,

potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain:

a] pendataan potensi dan aset Desa;

b} penyusunan profil Desa/data Desa;

¢} penyusunan peta aset Desa; dan

d} kegiatan lainnya yang sesuai dengan analigis kebutuhan dan kondisi
Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

Menyusun perencanaan dan penganggaran vang berpihak kepada

kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan

kelompok marginal, antara lain:

a| sosialisasi penggunaan dana Desa;

b) penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga
disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;

¢} penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas,
perempuan, anak, dan kelompok marginal; dan

d) kegiatan lainnya yang sesual dengan analisis kebutuhan dan kondisi
Desa vang diputuskan dalam musyawarah Desa,

Mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam

pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, antara

lain:

a) pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis
data digital;

bl pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk
publik;

¢ pengembangan sistem informasi Desa; dan

d) kegiatan lainnyva vang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi
Desa vang diputuskan dalam musyawarah Desa.

Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa

vang dilakukan melalui musyawarah Desa, antara lain :

a) penyvebarluasan informasi kepada masyarakat Desa perihal hal-hal
strategis yvang akan dibahas dalam Musyawarah Desa;

b) penyelenggaraan musyawarah Desa; dan

¢] Hegiatan lainnya vang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi
Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa,

Melakukan pendampingan masyarakat Desa melalui pembentukan dan

pelatihan kader pemberdayaan masyarakat desa yang diselenggarakan

di desa.

Menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya

manusia masyarakat Desa untuk pengembangan Lumbung Ekonomi

Desa vang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan,

antara lain:
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pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil
dan perdagangan

pelatihan teknologi tepat guna;

pelatihan kerja dan ketrampilan bagi masyvarakat Desa sesuai
kondisi desa; dan

kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk mendukung
pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau
produk unggulan kawasan perdesaan yang sesuai dengan analisis
kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah
Desa.

Melakukan PENgAWESAN dan pemantauan penvelenggaraan
Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa vang dilakukan secara
partisipatifl oleh masyarakat Desa, antara lain:

a)
b)
c)
d]

)

f)
&l

Pemantauan berbasis komunitas;

Audit berbasis komunitas;
Pengembangan unit pengaduan di Desa;
Pengembangan bantuan hukum dan paralegal untuk penyelesaian
masalah secara mandiri oleh Desa;
Pengembangan kapasitas paralegal Desa;
Penyelenggaraan musyawarah Desa untuk pg
serah terima hasil pembangunan Desa; dan
Kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis keblituhan dan kondisi
Desa yang diputuskan dalam musyawarah [esa.

nggungjawaban dan




Format Lembar Verifikns Permobonan Penyaluran Dana Transfer Ke Diesa Tahap 1
LEMBAR VERIFIKASI PERMOHONAN PENYALURAN DANA TRANSFER KE DESA TAHAP [

DESA
HECAMATAN

NO JENIE YANG DIVERIFIKABL

ADRJ
TIDAK

Lampdran 111 : Peraturan Bupat Wonossbo
Nomar | Tahun 2018

URAIAN

CATATAN

1 |Perdes tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBDesa tahun 2007

oleh Sekdes

Telah dievaluasi Camat dan diundangkan

2 |Perdes APBDes tahun 2018

oleh Sehdes

a Telah dievabhiasi Camat dan diundangkan

APBDess

b Kesesusian 3iLPA dengan sisa anggaran
pada Perdes Pertanggungiasahan

tahun 218

3 |Perkades Peniabaran APBDess

Eeseauaian dengan APEDes

4 |Kepubusan Kepain Desn tentnng
Pembentukan Tim Pelaksans

Eesesuninn kompesis Gm dengan Pesbup
Wonmsobo tentang Pedaoman Pelaksanaan

Kegiatan Dana Transfer ke Desa Tahun 2018
k- 0T Dean a Nama rekening
b _Nomor rekening
¢ Kesesunian jumlah SILPA dg saldo di
rekening
d Legalisir bank
3 |Copy NPWP

KEWAJIBAN DESA TAHUN 2016
. Laporan Healisss DTD Tahap [ Tabun 2017

2, Berita Acara Lap, Realisaai DTD Tahap 1T Talun 2007 kepada BPD
4 l..l.l.]:l:rn.n Frahsss AFHDes TA, 2017 Semester Kedua

4. Perdes tentang Rencana Kerja Pemerintah Dess tabun 20018

5, Profil Desa

G, Perdes tentang Rencana Pembangunan Jangis Menengah Desa fjila aia)

: Telah dipemuhi tanggal ...
: Telwh dipenuhi tangpal ..

: Telah dipesiuhi tanggal ...
: Telah dipenuhi tanggal ...
: Telnh dipenuhi vanggsl ..,
: Telah dipenuhi tanggal ...
TiM PENDAMPING KECAMATAN TANDA TANCAN

1 Penanggungiawab

2 Ketuan

3 Sekretaris

4 Anggota

5 Angmota




Lampiran IV : Peraturan

Bupath Wonosobo

MNamor ,l'r Tahun 2018

Format Lembar Verifikast Permohonan Penyaluran Dana Transfer Ke Desa Tahap 111
LEMBAR VERIFIKASI PERMOHONAN PENYALURAN DANA TRANSFER KE DESA TAHAP III

DESA
HECAMATAN
NG JENIS YANG DIVERIFIEAS] ADA f URALAN CATATAN
TIDAK
1 |Laporan Realisasi Pelaksanaan it Berdasarkan Lampiran XV
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perbup Wonosobo Nomaor 75
(APBDesl Semester Pertama Tahun 2015
b Keseguaian demygan S
2 |Laporan Realisasi Penggunaan Dana a Laporan realisasi Penggunaan  |paling kureng Dana

Transfer ke Desa sampal dengan Tohap
1l

Diana Desa (DI

Desa Tahap | & 01 telah
digunakan sebesar 75%
{tujuh puluh ima puleh
Per SCralus|

b Laporan realisasi Penggunaan
Alolcasi Dana Desa (ADD)

¢ Laporan realisasi Penggunaan
Dana Bagl Hasil Pajak dan
Retribusi Deerah (DBHPEDY]

i Laporan Capaian Output Dana
Dhesay

paling kurang Dana
Desa Takap | & 11 telah
mencapai output hasil
kegiatan sebesar S0%
(ima pulub per seratus)

¢ Laporan Capainn Qutput
Alokasi Desa

f Laporan Capaian Outpul Dana
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
Daerah (DBHPRD)

g Foto Kegiatan Realisasi
Pengunaan Dana Transfer ke
Dhese

Berita Acara Laporan Penggunaan Dana
Transfer ke Desa Sampai Dengan Tahap
Il kepada HPD

Ditandntangani Kades dan Ketuas
BFD

Copy Rekening Kas Desa

Kesesuaian dengan saldo kas

TIM PENDAMPING KECAMATAN

1 Penanggungawab
2 Ketua

3 Sekretaris

4 Anggota

o Anggota

TANDA TANGAN




Lampiran V : Peraturan Bupati Wonosobo
Nomor / Tahun 2018

Format tentang Berita Acara Serah Terima Dana Kegiatan.

BERITA ACARA

PENYERAHAN DANA KEGIATAN
DESA i KECAMATAN........oivnniian
TAHUN ANGGARAN ...........ooenies

Pada hari ini ................tanggal .._... bulan ... twhun oo
vang bertanda tangan di bawah ini ;
1. Nama R R s
Jabatan » Kepala Desaoonnieisns
Dalam hal ini untuk dan atas nama jabatannya selanjutnyva disebut
FIHAK KESATU.
2. Nama s el
Jabatan : Ketua Tim Pelaksana Kegiatan ...,
Dalam hal ini untuk dan atas nama jabatannyva selanjutnya disebut
PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU menverahkan kepada PIHAK KEDUA dan PFIHAK KEDUA
menerima dari PIHAK KESATU dana sebagai berikut :

1. Regiatan = ..cccoveremremseres sebesar RP  isiadiasesaers
L R e e s |

2. Kegialan = i sebesar 1= - 1 N
Ry e e e rp A e e N e R Ao L B

3o Kegiatan 0 i sebesar Rp S e TTTmeTY
[ -

PIHAK KEDUA menyatakan bertanggung jawab terhadap atas penggunaan
dana yvang diterima sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan dan
bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan perundangan-undangan apabila
di kemudian hari terjadi penvimpangan dalam penggunaan sehingga
menimbulkan kerugian keuangan Desa.

PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas laporan penatausahaan keuangan
beserta bukti-bukti pengeluaran atau belanja atas dana kegiatan vang
dikelola dan sanggup melaporkan kepada Bendahara Desa dengan tepat
waktu,



Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani kedua belah
pihak pada tanggal tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana

perlunya.
PIHAK KEDUA FIHAK KESATU
(yang menerima) (vang menyerahkan)
Kepala Desa ....coovivninniana




Lampiran V1 : Peraturan Bupati Wonosobo
Nomor | Tahun 2018

Format Keputusan Kepala Desa Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan

Menimbang :

Mengingat

KOP DESA

KEPUTUSAN KEPALA DESA

KECAMATAN...... N KABUPATEN WONOSOBO

NOMOR : 143/, eeenene
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN

KEPALA DEBA. ....cvovivercirioniirs

. bahwa untuk mendukung kﬂla.nf.:amn, pelaksanaan kegiatan vang

didanai dari Dana Transfer ke Desa perlu ada Tim Pelaksana
Kegiatan;

. bahwa berdasarkan pertiimbangan sebagaimana tersebut pada

huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang
Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan;

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah:;

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286|;

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemernntahan Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495j;

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234;

. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123;

. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa

Yang Bersumber Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Fepublik Indonesia Nomor 5558);

. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor: ............ tentang Pedoman

Pelaksanaan Dana Transfer Ke Desa Tahun ...

. Peraturan Bupati Wonosocbo Nomor: ... tentang Penetapan

Dana Transfer Ke Desa Tahun ...;

10. Peraturan Desa ....... Nomor ..., Tahun .... tentang APB Desa ....



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

MEMUTUSKAN :

: Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan dengan susunan keanggotaan

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

: Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, meliputi :
a.

b.

menyusun RAB kegatan;
memfasilitasi penyusunan RAB teknis dan gambar untuk kegiatan
pembangunan fisik;

. melaksanakan survey harga barang setempat sebagai dasar

pembuatan RAB kegiatan;

. mengajukan pencairan dana kegiatan kepada Kepala Desa dengan

Surat Permintaan Pembayaran;

melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;
melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa dengan cara
swakelola maupun melalui penyedia barang/jasa sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

mencatat proses penerimaan dan pengeluaran dana kegiatan pada
Buku Kas Pembantu Kegiatan; dan

. menyerahkan bukti transaksi kepada Bendahara Desa dan

bertanggung jawab penuh atas kebenaran formal dan matenal atas
dana kegiatan yang dikelola vang dinyatakan dengan Surat
Pernyataan Tanggung Jawab Belanja.

- Semua biaya vang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan

ini dibebankan kepada APBDes Tahun..................

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di  ....cocomriraes
pada tanggal ......ooceeen.

KEPALA DESA............... ;



Lampiran : Keputusan K'L'-pﬂ].ﬂ. Desa ..

Momor

Tanggal :

DAFTAR NAMA TIM PELAKSANA KEGIATAN

NO NAMA JABATAN JABATAN KEGIATAN
DALAM TIM | YANG DIAMPU
A. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 1
L. . Kepala Seksi Penyelenggaraan | Ketua 1. Kegiatan ...
Pemerintahan ' 2. Kegiatan ...
2. 3. Kegiatan ...
4. Kegiatan ...
& | 0 s aes 3. Kegiatan ..,
B. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
1. Kepaln Seksi Pembinaan Ketua 1. Kegiatan ...
Eemasvarakatian 2. Kegiatan ...
2. . 3. Kegiatan ...
4. Kegatan .,
3. a. Kegiatan ..
C. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
L. Kepala Seksi Pelaksanaan Ketua . Kegiatan ...
Pembangunan 2, Kegiatan ...
2. & 3. Kegiatan ...
4. Kepiatan ...
7 | — 5. Kegiatan ...
D. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
1. Kepala Seksi Pemberdayaan Ketua 1. Keglatan ...
Masyarakat 2, Kegiatan ..,
2, 3. Keglatan ..,
4. Kegiatan ...
3, 5. Kegiatan ...

Kepala Desa .......covvvnverinn
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Format B.1 Format Rencana Anggaran Biaya Dengan Pengesahan Camat

RENCANA ANGOARAN BIAYA (RAB)

PEKERJAAN
LOKASI
SUMBERE ANGGARAN
DESA
VOLUME / HARGA HARGA
N URAIAN PEKERJAAN ANALIS SAT SATUAN KESATUAN JUMLAH
1 2 3 4 a3 =4 X5 T
JUMLAH TOTAL
— DIBULATEAN
Terbilang :
il ) 1
Mengetahui,
KEPALA DESA PENYUSUN)
D i it j (
MENGESAHEAN,




Format B.2 Format Rencana Anggaran Biava Dengan Pengesahan DFUFPR

RENMCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

FEEERJAARN
LOKAS]
SUMBER ANGGARAN
DESA
VOLUME | HARGA HARGA
NO | URAIAN PEKERJAAN |ANALIS SAT iy KESATUAN JUMLAH
1 2 3 4 5 G=4X5 7
JUMLAH TOTAL
DIBULATKAN |
Terbilang
...... i O 18
Mengetahui,
KEPALA DESA (PENYUSUN)

MENGESAHEAN
KEPALA UPTD WILAYAH
DPUPR KAB. WONOSOBO




Format C.1 Format Mendis Dengan Pengesahan Camat

DAFTAR KEBUTUHAN TENAGA KERJA DAN MATERIAL

FEKERJAAN i
LOKAS]
SUMBER ANGGARAN
DESA
URAIAN BAHAN / HARGA TOTAL
NO TENAGA VOLUME | AT SATUAN JUMLAH JUMLAH
1 2 3 4 S5=3X4 ]
A |TEMNAGA
1|Pekerja HOK
2 Tuluang HOK
|B MATERIAL [harga + PPN _10%)
JUMLAH TOTAL
DIBULATEAN
Terbilang :
...... NPT RS PSP - [ 7
Mengetali,
KEFPALA DESA [PENYLUSUN)
[ s oo 1 [ e 1)
MENGESAHEAN,



Format C.2 Format Mendis Dengan Pengesahan DPUPR

DAFTAR KEBUTUHAN TENAGA KERJA DAN MATERIAL

PEKERJAAN
LOKASI
SUMBER ANGOARAN
DESA
URAIAN BAHAN | HARGA TOTAL
MO TENAGA VOLUME / SAT SATUAN JUMLAH JUMLAK
1 2 3 4 5=3X4 A
A__|TENAGA
1[Pekerja HOK
2|Tukang HOE
B |MATERIAL (harga + PPN 1
JUMLAH TOTAL
. DIBULATEAN
Terhi].m'lE:
PR R s T
Mengetahul,
KEPALA DESA {(PENYUSUN)
[ s | Fiad
MENGESAHKAN,

KEPALA UPTD WILAYAH
DPUPR KAB. WONOSOBO




Format D.1 Format Harga Survey Per Toko

DAFTAR SURVEY HARGA BAHAN DAN ALAT

KECAMATAN
DESA

PERIODE BULAN SURVEY

NO NAMA BAHAN SATUAN HARA SPESIFIKASI

SEBELUM

1 2 3 4 5=3X4

*}  Harga barang ini adalah harga barang sampai di desa.

TIM SURVEY :



Format IN.2 Format Harga SBurvey Per Tolo

DAFTAR SURVEY HARGA BAHAN DAN ALAT

KECAMATAN y
DESA :
FERIODE BULAN S8URVE ;
HARGA SEBELUM PAJAK #) HARGA HARGA
NO | NAMA BAHAN SATUAN TERTNGG | TERTINGGI +
TOKO A | TOKO B | TOKO C PPH
1 2 3 4 5 6 7 8

*}  Harga barang ini adalah harga barang sampai di desa.
WORURURURPRRNY . |-
DISAHKAN OLEH

TIM SURVEY : KEPALA DESA




Lampiran VIII : Peraturan Bupati Wonosobo
Nomor [/ Tahun 2018

FORMAT A KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN
PEJABAT/PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN

KOP DESA

KEPUTUSAN KEPALADESA................

KECAMATAN.......... KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR : 143/......... F e
TENTANG

FEMBENTUKAN PEJABAT/PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN
Dl DESA .... KECAMATAN ... KABUPATEN WONOSOBO

Menimbang

Mengingat

KEPALA DESA........ccooiiisiiiveg
bahwa pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik yang
efisien, terbuka, dan berkualitas sangat diperlukan bagi
penyelenggaraan pembangunan di desa, schingga akan
berdampak pada peningkatan kesejahteraan
masyarakat;
bahwa wuntuk mewujudkan pelaksanaan kegiatan
pembangunan fisik sebagaimana dimaksud dalam huruf
a, perlu membentuk Pejabat/Panitia Penerima Hasil
Pekerjaan;
bahwa bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
tersebut pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan
Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan
Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Di Desa ...
Kecamatan ... Kabupaten Wonosobo;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Negara Hepublik Indonesia Nomor 5495);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234,

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);



Menetapkan :

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

7. Peraturan Bupati Wonoscbo Nomor 65 Tahun 2015
tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;

8. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor ... Tahun ...
tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer Ke Desa
Tahun ...;

9. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor ... Tahun
tentang Penetapan Dana Transfer Ke Desa Tahun ...;
10. Peraturan Desa ....... Nomor ..... Tahun .... tentang AFB
Desa .... Tahun.........., :
MEMUTUSKAN :

Menetapkan yang namanya tersebut dalam Lampiran
Keputusan ini sebagai Pejabat/Panitia Penerima Hasil
Pekerjaan di Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Wonosobo.

Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana
dimaksud pada Diktum PERTAMA mempunvai tugas pokok
dan kewenangan :

1. melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pembangunan
fisik sesuai vang tercantum dalam dokumen RAB yang
mencakup kesesuaian jenis, spesifikasi teknis, jumlah/
volume/ kuantitas, mutu/ kualitas, waktu dan tempat
penyelesaian pekerjaan;

2. menerima hasil pekerjaan setelah melalui pemeriksaan /
pengujian; dan

3. membuat dan menandatangani Berita Acara Serah
Terima Hasil Pekerjaan.

Dalam  melaksanakan tugas dan kewenangannva,
Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan bertanggungjawab
kepada Kepala Desa .. selaku Pemegang Kekuasaan
Pengelolaan Keuangan Desa.

Biaya yang timbul dalam pelaksanaan keputusan ini
dibebankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan..
Ditetapkan di ...............
pada tangeal ...
KEPALADESA..........oovry



Lampiran

: Keputusan Kepala Desa ........ >

MNomaor -

----------------------

DAFTAR NAMA PEJABAT/PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN
DI DESA ... KECAMATAN ... KABUPATEN WONQS0ORBO

A. PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN

NO
: KEGIATAN NAMA INSTANSI
1. | Pembangunan
Ep ...
2. | Pembangunan
Rp ...
B. PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN
NO NAMA JABATAN INSTANSI
. KEGIATAN
1. | Pembangunan Ketua merangkap
Anggota
Rp .. |
Sekretaris
meranghkap
Anggota
Anggota
- 2. | Pembangunan Ketua merangkap
Anggota
Rp ...
Sekretans
merangkap
Anggota
Anggota




FORMAT B SURAT PERMINTAAN PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN

MNaomor
Lampiran
Perihal

KOP TPK

WonemoBDy i e

! Permintaan Pemeriksaan

Hagil Pembangunan Kegiatan Fisik

Kepada:

Yth. Pejabat/Panitia Penerima Hasil
Pekerjaan pada isikan nama
Instanst
di -

WONOSOBO

Sehubungan dengan telah diselesaikannyva kegiatan
pembangunan ..... di .... senilai Rp .... oleh Tim Pelaksana
kegiatan ...., dengan ini dimintakan untuk kiranya dapat
dilakukan proses penilaian/ pemeriksaan [/ pengujian dan
penerimaan terhadap hasil pekerjaan .....

Sebagai bahan pertimbangan, berikut terlampir ;

1. Berita Acara Serah Terima Dana Kegiatan dari Kepala Desa
ke Tim Pelaksana Kegiatan.

2. Tanda Bukti perjanjian berupa bukt pembelian, kuitansi,
surat Penntah Kerja, Surat Perjanjian/kontrak Nomor
................. tanggal .............. fika pekerjaan dilaksanakan
aleh Pihak Penyedia Barang/Jasa).

3. KRelengkapan sesuai bidang pekerjaan, sekurang-kurangnya :
a. Pekerjaan Konstruksi : foto visual kemajuan pekerjaan

(sekurang-kurangnya 0%, 50%, dan 100%%), bukti-bukti
belanja, laporan pekerjaan.
b. RAB dan Gambar

Selanjutnya hasil pekerjaan Saudara tersebut kiranva
dapat dituangkan dalam bentuk Berita Acara Serah Terima
Hasil Pekerjaan,.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanva
diucapkan terima kasih.

Ketua TFK ...



FORMAT C BERITA ACARA PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN

KOP TPK

BERITA ACARA PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN

NOMOR : ....

Berdasarkan surat TPK... Nomor ....... tanggal perihal ..........., maka pada
hari i ......... tanggal ... bulan ......... tahun dua ribu ...........,
Saya/Kami yang bertanda tangan dibawah ini :
1. Nama : Isikan Nama

Jabatan : Isikan Jabatan dalam PPHP (Ketua/Sekretaris/ Anggota)
2. Nama :  Isikan Nama

Jabatan . Isikan Jabatan dalam PPHP {Ketua/Sekretaris/ Anggota)
3. Nama : Isikan Nama

Jabatan : Isikan Jabatan dalam PPHP (Ketua/Sekretaris/ Anggota)

telah melakukan penilaian, pemeriksaan, pengujian secara langsung
terhadap hasill pekerjaan ..... vang dilaksanakan oleh TPK ..., dan dengan
memperhatikan :

1. Berita Acara Serah Terima Dana Kegiatan dari Kepala Desa ke Tim
Pelaksana Kegiatan.

2. Tanda Bukti perjanjian berupa bukt pembelian, kuitansi, Surat Perintah
Kerja, Surat Perjanjian/kontrak Nomor ................. tanggal ..............
(ika pekerjaan dilaksanakan oleh Pihak Penyedia Barang,/ Jasa).

3. Kelengkapan sesuai bidang pekerjaan, sekurang-kurangnya :

a. Pekerjaan Konstruksi @ foto visual kemajuan pekerjaan (sekurang-
kurangnya 0%, 50%, dan 100%), bukti-bukti belanja, laporan
pekerjaan.

b. RAB dan Gambar

Untuk itu Saya/Kami menvatakan menerima/menolak hasil pekerjaan
tersebut dengan penjelasan sebagai berikut :

Jika menerima, misal keterangannya berbunyi : telah sesual dengan
spesifikast pada RAB/kontrak, dii. Tuliskan pula disini volume pelerjaannya
misalnya untuk bangunan gedung disebutkan luas bangunan, jumlah lantai,
dlL

Jika menolak misal keterangannya berbunyi : karena pada hasil
pemenksaan,/penilaian/ pengufian ditemukan kekurangan/ cacat/kerusakan,
maka harus dicantumkan disimi data-data kekurangan/ ecacal/kerusakan
yang dilampin foto visual dan disikan rekomendasi bahwa Kepala Desa
meminta fim pelaksana kegiatan/ pihak penyedia barang/jasa harus
memperbaiki bagian-bagian yang disebutkan dengan sebagaimana mestinya
sesual ketentuan RAB/kontrak. Kepala Desa kemudian memerintahkan tim
pelaksana kegiatan/ pthak penyedia barang/jasa untuk menindaklanti
dengan sebagaimana mestinga. Selanjuinya setelah tim pelaksana kegiatan/
pihak penyedia barang/jasa melokukan perbaikan dengan sebagaimana
mestinya sesuai ketentuan dalam RAB/kontrak, tim pelaksana kegiatan/
pithak penyedin barang/jasa meminta {dengan surat) kepada Kepala Desa
untuk proses penyerahan pertama dan Kepala Desa setelah menerima surat
dari tim pelaksana kegiatan/ pihak penyedia barang/jasa selanjutnya
memerintahkan PPHP kembali melakukan pemeriksaan/penilaian/ pengujian
unfuk memutuskan menerima atau menolak hasil perbaikan yang dilakukan
penyedia tersebut,



Demikian Berita Acara Pemeriksaan Hasil
sebenarnya guna bahan selanjutnya.

atakan :

Pejabat / Panitia Penerima Hasil Pekerjaan :

1. Nama jelas
2. Nama jelas
3. Nama jelas

Pekerjaan ini dibuat dengan

tanda tangan

tanda tangan

tanda tangarn




Format A Laporan Realisasi Penggunasn Dana Deas

PAGL DESA : Rp

Lampiran [X: Peraturan Bupati Wonsaabo
Nomor ‘f Tahun 2018

LAPORAN REALIEASI PENGGUNAAN DANA DEEA (DD
BAMPAI DENGAN TAHAP .... TAHUN ...
PEMERINTAH DEBA.........

KECAMATAN..........

2

PENDAPATAN

Fendapatan Transfer

| |

DANA

TAHAP PERTAMA

TAHAP KEDUA

BELAN.JA DESA

BIDANG PENYELENGGARAAN
FEMERINTAHAN DESA

Kegiatan...dst

Belanja Pegawal

Eh:hnja Barang dan Jasa

hafka ks (R3] w183

b s oy | B |

s s s ] By

Balurija Modal

BIDANG PELAKSANAAN
FEMBANGUNAN DESA

Belanja Peguwai

[SEESH Y ]

palsa|maf W

Ll L

14

Honorarium Pelaksana Kegiatan

dan Jusn

Belanja Bahan Pakai Habis

Belanja alat tulis kantor

Belanjs Jass Kantor

s et | s | e | it

Belanja Upah tenaga kerjo

Belanja Jass honorsram
aasasumber/ahl

Sevm alat berat

fean

E-ﬂl.tnjn e Enkavntor

il ke quumu

[N 0 ) E‘ML}UMH

Ul BNl e O e e L e )

- N S e e B

2iBelanja sewa bego

Belanjs Modal

| =]

[¥]

[

Belanja Modal Pembangunan
sarans dan prasarans ransportas]

Helanja modal jalan

Belanja modal jembatun

Lok | Bl | =

Belanja modal dmminase

Belanja modal gorong-gorong

Lol

Belanja modal tehid jalan

Belanja Modal Pembangunan
sarana dan prasarana produksi

i

Belanja modal dam/bendungan

Belanja modal irigasi

k3 Eulu ke fia o wa faa fia

[ HIIICI B P D | B | B3 ERD

LE (=] 0 I U [l [ B (LR f]

& Rl B |G| e | e |G

Belanja modal peralatan perianian

(5]

b

Belamja Modal Pembangunan
Sarans dan prasarann
perekonomian

4%

==

Belanja modal pasar desa

) 3]

Belanja modal kios desa




Belanjn Modal Pembangunean

|sarana dan prasarana sosial

Belanja modal pembanganan

1 :
sErana social

Belanja Modal Pembangunan
sarana dan prasarana pendidikan

Belanja modal gedung untuk
kegiatan pendidikan

Belanja modal bahan ajar

Belanja modal peralstan

pendidikan

endidilan
3r

Belanja Modal Pembangunoan
sarana dan prasarana leesehatsn

1 Belanja modal bangunan untak
kegiatun kesehatan

=

2|Belanja modal bahan kepehatan

rey

3|B|=|.n.1:|_'in modal pl:rq‘l.n.l'.ln kes=hatan

Keglatan...dst

Belanja Pegawal

B ma a3 byl w3 fad] k2

b | it f i | sk
0 | (B3 s

Bolanja Barang dan Jasa

Belanja Modal

BIDANG PEMBINAAN
HEMASYARAKATAN

fan...

=l

BB 3| B3

=

10

1 |Honorarium Pelaksana Keglatan

Belanjs Barung dan Jusa

Betanyjn Bohar Pokal Halbdis

1 |Belanja alal tulis ksntor

iBelanja Jasa Kantor

G iBelanja Upah tenaga kerja

b [walio e sl

L IMII’J B3 | B2 f s

- Belanjs Jusa /honorariam
narasumber fahl

L5

Pombssrn barang kepodo
masyarakal/ kelompok masgorakal

Belanja barang untuk stimuotan

pembangunan

21..d=t

11

Pemberian uang kepads
masyarakety kelompok masgorakal

14

| [Hang penghasgaan/
t!'p-ltl':lui.{nﬁnlll' hadiah
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- Lembaga sosial dan budaya
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7 Belanja Jase /honorarium

[narasimber/ahli

Pemberian barang kepada
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Format B Laporan Eesalisesl Penggunann Alokasi Dana Desa

LAPORAN REALISAS] PENGGUNAAN ALOKASI DANA DEBA (ADD)
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PAGL DESA * Rp... i

RODE RERENLNG VRALAN ANGIARAN (R REALISAS] (Bg) HELISTH [Rp|
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TAHAP PERTAMA

TAHAF KETHIA

2 BELANJA DESA
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a1 1| 5| 1 E:ﬁ”‘ﬁ““ Penjnbat Kepaia
al1lz2 Operazional Pemerintahan
Desa
11 &) 1 Belanga Pegeausat
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2111211 9 o :I':EEHJ.I Hekaa
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2] 1} 2al 1 4 |Belunjs Bahan /Material
a B 2 H‘-Eln.nju Jasn Kantor
2 [ 1}.2=2] 32 1 |[Belanja telopon
2| 123 2 2 |Belanja nir
2 1| 32 2 4 |Belanjn bstrik
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Lampiran XII : Peraturan Bupati Wonosobo
MNomor / Tahun 2018

LEMBAR VERIFIHASI REALISASI PENGGUNAAN DANA TRANSFER KE DESA
BAMPAI DENGAN TAHAP Il

DEBA
RKECAMATAN
NO JENIS YANG ADA/ URAIAN CATATAN
DIVERIFIKASI TIDAK
1 |Laporan Realisasi a Kesesuaian dengan Lampiran XVIII
Pelaksanaan Anggaran Peraturan Bupati Wonosabo
Pendapatan dan Belanja Nomaor 75 Tahun 2015

Desa (APBDes) Semester
Kedua, Akhir Tahun

b Kesesuaian dengan SPJ

2 |Laporan Realisasi a Laporan realisasi Penggunaan
Penggunaan Dana Transfer Dana Desa (DD)
ke Desa Sampai Dengan
Tahap 111

b Laporan realisasi Penggunaan
Aloltasi Dana Desa (ADD)

¢ Laporan realisasi Penggunaan
Dena Bagi Hasil Pajak dan
Retribusi Daerah (DEHPRD)

d Laporan Capaian Output Dana

Desa

e Laporan Capaian Output Alokasi
Dana Degn

f Laporan Capaian Output Dana
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
Daerah {DBHPREY|

g Foto Kegiatan Realisasi
Penggunaan Dana Transfer ke

Desa
3 |Berita Acara Laporan
Penggunaan Dana Transfer
ke Desa Sampai Dengan
Tahap Il kepada BPD
4 |Copy Buku Rekening Kas Kondisi terakhir menunjukkan
Desa kesesuaian dengan Saldo Anggaran
DTD

TiM FENDAMPING KECAMATAN TANDA TANGAN

1 Penanggungiawab e
2Meham: 009090900 assisssssssess
S Salretaris #0000 ciisecsseiasesss




Lampiran XIII : Peraturan Bupati Wonosobo
Nomer [ Tahun 2018

FORMAT BERITA ACARA TENTANG PENYAMPAIAN LAPORAN REALISAS]
PENGGUNAAN DANA TRANSFER KE DESA

1.

BERITA ACARA

PENYAMPAIAN LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN

DANA TRANSFER KE DESA
SAMPAI DENGAN TAHAP ...
DESA.......ocoiennnne  KECAMATAN........ T T e
TAHUN ANGGARAN .......ocvveveee.
Pada hari ini ....... — tanggal ..... bulan ..... SRURE. -1 .| 1| S , yang
bertanda tangan di bawah ini ;

Nama i e e
Jabatan : Kepala Desa ..cooveeeiiiiniccininans

Selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

Nama R TR e

Jabatan DREtIE BED . oiiiiriisianis

Dalam hal ini untuk dan atas nama jabatannya selanjutnya disebut PIHAK
KEDUA.

PIHAK KESATU bersama dengan jajaran pemerintah desa, telah

menyampaikan laporan pelaksanaan Kegiatan Dana Transfer ke Desa sampai
dengan Tahap ... sebesar Rp ... kepada PIHAK KEDUA, dengan rinclan kegiatan

L

scbagai berikut :
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan
a. Kegiatan ...... Rp ..
b. Kegiatan..... Rp ...

. Bidang Pelaksanaan Pembangunan
a. Kegiatan ... Rp ....
b. Kegiatan..... Rp ....
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
a. Kegiatan ...... Rp
b. Kegiatan..... Rp
Bidang Pembinaan Kemasvarakatan
¢. Kegiatan ...... Rp ....

d. Kegiatan..... Rp ....

Jumlah total Rp ...



Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani kedua belah pihak
pada tanggal tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana perlunya.

PIHAK KEDUA FIHAE KESATU
Ketua BPD.....ccvveviieeeninns




